
BUPATI KUDUS 
PROVINS) JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KUDUS 

NOMOR 35 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 49 TAHUN 2019 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUDUS, 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah 

yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, 

efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk 

masyarakat, telah diundangkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 

49 Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 

Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020; 

b. bahwa dengan adanya perkembangan yang menyebabkan 

terjadinya penambahan anggaran belanja yang bersumber dari 

transfer ke daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi J awa 

Tengah serta pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka berdasarkan 

ketentuan Romawi V angka 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, 

mengamanatkan bahwa dalam ha! program dan kegiatan yang 

bersumber dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya 

serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau 

mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/ a tau belum 

dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara 

menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan 

Penjabaran APBD; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 

a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tenta ng 

Perubaha n Kelima atas Peratu ran Bupati Kudus Nomor 49 

Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020; 
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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi J awa 
Tengah; 

2 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 755); 

3 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanga n 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 4 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tenta ng 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
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11. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 ten tang Administras1 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 560 l); 

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara da~ 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pendem1 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ a tau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/ a tau Stabilitas Sis tern Keuangan 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1977 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Negara Repubiik 

Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 

2019 ten tang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 43); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 55); 
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18 . Pera turan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan KinerJa Ins tansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

20. Pera turan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

La poran Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informa si 

Laporan Penyelengga raan Pemerintah Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 4693); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repu blik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5 161); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

24 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 201 2 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 4 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 632 1); 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Ta hun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanJa 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1_a 

Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakh1r 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ten tang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggar~n 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5864) ; 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada 

Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, 

dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara 

Repu blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tam bah an 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerin tah Nomor 35 Tahun 2019 ten ta ng 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2016 ten tang Pemberian Gaji, Pensiun, a tau Tunjangan Ketiga 

Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 

Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6173) ; 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 ten tang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil , 

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan 

Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6349); 
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33. Prrat urnn Pres id en Nomor 32 TAhun 2014 ten tang Pengeloluan 

dnn Pemunfnntnn Donn Kop1lns i Jaminan Kesehnton Nasional 

pado F'nsilit.ns Krsehntnn Tingknt Perta ma Milik Pemerintflh 

Dnernh (Lembonrn Negara Rcpublik Inciones iu Ta.hun 20 14 

Nomor 8 1): 

34. Peraturnn Presiden Nomor 87 Tnhun 20 14 ten tang Peraturan 

Pela ksanaan Undang-Vndong Nomor 12 Tahun 20 11 tenlang 

Pemben tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negarn Republik Indonesia Tnhun 2014 Nomor 199); 

35. Peratu rnn Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

BA.r ang/ Jasa Pemerinta h (LembRran 

Indonesia Tnhun 2018 Nomor 33); 

ten tang Pengadaan 

Negara Republik 

36. Peraturnn Pres iden Nomor 82 Ta hun 20 18 tentang J a mina n 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 

Nomor 165). sebagaimana telah diubah dengan Pera turan 

Presiden Nomor 75 Tahun 2019 ten tang Peru bah a n atas 

Pera turan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 

Keseha ta n (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 

Nomor 210); 

37. Peratura n Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana te lah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 ten tang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Penda patan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Ta hun 2020 Nomor 155); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Ta hun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa ka li terakhir dengan Peraturan Mente ri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenta ng 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 310); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosia l yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Ta hun 20 I 1 Nomor 450), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peratura n Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Ta hun 2019 tenta ng 

Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

32 Ta hun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hi bah dan 

Ba ntuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan da n 

Belanja Daera h (Berita Negara Republik Indones ia Tahun 201 9 

Nomor 1560); 
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40 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang 

Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelengggaraan 

Program Jaminan Kesehatan (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 20 16 Nomor 1601 ); 

4 1. Peraruran Menteri Keuangan Nomor 96/ PMK.05 / 20 l b ten tnng 

Petunjuk Teknis Pelaksa naan Pemberian Gaji , Pensiun a tau 

Tunjanga n Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil , Prajurit 

Ten tara Nasional Indonesia , Anggota Kepohsian Negara 

Republik Indonesia, Pejaba t Negara, dan Penenma Pensiun 

atau Tunjangan (Serita Negara Repubhk Indonesia Tahun 20 16 

Nomor 899), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 52/ PMK.05/2018 tentang Perubaha n 

atas Peraturan Menteri Keua ngan Nomor 96/ PMK.05/201 6 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun 

atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil , 

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun 

atau Tunjangan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 677); 

42. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Ta hun 

2017 ten tang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 335), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Men ten 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 201 7 ten tang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan 

Operasional Sekolah (Serita Negara Republik Indonesia Ta hun 
2017 Nomor 1068); 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 
Sadan Layanan Umum Daerah (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 12 13); 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Ta hun 20 19 ten tang 

Pedoman Penyusuna n Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Angga ran 2020 (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 46); 

4 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020 ten tang 

Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 

Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam 

Ra ngka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Couid-19) 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250) ; 
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48. Peraturan Menteri Dalarn Nrgeri Nomor 20 TRhun 2020 tent rm g 

Perre pa tan Penanganan Corona Vims Disease 201 9 d1 
Lingkungan Pemerinta h Daerah (Senta Negarn Repul>lik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 ten tnng 
Pengelolaan Transfer ke Daerah da n Da na Desa Tnhun 
Anggaran 2020 Dalam Ra ngka Pena nganan Pandemi Corona 

Virus Disease 201 9 (COVID-1 9) da n / Rtflu Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nflsionnl (Berit ,J 
Negara Republik Indonesia Tahu n 2020 Nom01· 377); 

50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/ PMK.07 / 2020 tentang 
Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil 
Tahun Anggaran 20 19 Da lam Rangka Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 20 19 (COVID -19) (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 379) ; 

51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2020 tentA. ng 
Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus F'is ik Tuhun 
Anggaran 2020 (Serita Negara Republik IndonesiR Tahun 2020 
Nomor 678); 

52. Peraturan Daerah Provinsi J awa Tengah Nomor 17 Tahun 201 9 
tentang Anggaran Pendapa ta n dan Belanja Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun Angga ran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 17); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor -99); 

54. Peraturan Daerah Ka bu paten Kudus Nomor 19 Tahun 201 7 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus 
(Lembaran Daerah Ka bu paten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupa ten Kudus Nomor 2 l l) ; 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 20 19 
tentang Anggaran Pendapa tan dan Bela nja Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2019 Nomor 5) ; 

56. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 20 17 ten tang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 
Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administra tif Pim pi nan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kudus (Serita Daerah Ka bu paten Kudus Tahun 201 7 
Nomor 26); 



Memperhntikan 

Menetapkan 

57. PP1l\ lu1 11 11 fhq.mri l( ucli, .., N()Jnur 4q Tnl11111 2014 tcnto nK 

1'('11j11b(l1Un A11~uru11 P1·nd11p11 L1111 drn1 Otl(lnj11 Due rtil1 

Knhupott<n Kud 11 ~ T11ht111 l\rq;~~11rr111 :.rn:w (HNitn Dni-ruh 

l<nbupc1len KLtdu~ Tnllu11 :.!O l l) Nt,11101 41)) sc b11gcmn11na 1,,Jn l1 

Jiubnh lwbcrnpo kulr lcrnkldr dc 11 ~11n Pcrnr uro n U1..ipn11 Kudu •1 

Nomor 24 1'nhun :w 20 tt'11l:.111g Perubnhnn KccmpaL nLas 

Perntumn Rupnli Kudus Nornor 4q Tuhun 201 9 te nla ng 

Pcnjuho111n A11gi(uru 11 Pc:ndnprit nn dun Oclunjn Daeroh 
Kn bL1p11l (• 11 Kud118 Tu l1u11 /\ngg11ron '2 0 '.,W (lie, 1111 D t1<! 1 uh 

l<nbupa tcn Kudus Tahun 2020 Nonior 24) ; 

1. Kcputu san Mentcri Kcua ng1rn Noinor 15/ KM .7/ 2020 Tonggnl :3 

Juli 2020 tentong Ta ta C'aru Penge loluan dun Rincia n Alokasi 

Da na Cadnngan Bf\ntuan Opcrnsiona l Kesehula n (BOK) 

Tamba ha n Odombang Ill TEthun Anggara n 2020; 

2 . DPA PPKD Provinsi Jawa Tengah Nomor 00397 / DP/\/2020 

tanggal 18 Desember 2019; 

MEMUTUSKAN: 

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS 

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 

Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggara n Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Kudus Tahun Angga ran 2020 (Serita Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 49) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 

Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati 

Kudus Nomor 49 Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa ten Kudus Tahun Anggaran 

2020 (Serita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 24) 

diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasa l I 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

terdiri atas : 

1. Pendapa tan Daerah : 

a . Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

c. Lain-lain Penda patan 

Daerah yang Sah 

Jumla h Pendapatan 

Rp 271.990.077 .000,00 

Rp l .225.556.032 .000,00 

Rp 406.838.714 .000,00 

Rpl .904.384.823 .000,00 
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2. Belanja : 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Bela nja Pegawai 

2) Belanja Sunga 

3) Belanja Subsidi 

4) Belanja Hibah 

5) Belanja Bantuan Sosial 

6) Belanja Bagi Hasil 

7) Belanja Bantuan Keuangan 

8) Belanja Tidak Terduga 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Barang dan Jasa 

3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja 
Surplus/ (Defisit) 

3. Pem biayaan : 
a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Rp 873.448.641.000,00 

Rp 0,00 

Rp 0 ,00 

Rp 41 .989 .734.000,00 

Rp 10.728 .016.000,00 

Rp 12.370.875.000,00 

Rp 244 .552.538.000,00 

Rp 150.380.638.000,00 

Rp 1.333.4 70.442.000,00 

Rp 142.143 .564.000,00 

Rp 374.672.180.000,00 

Rp 191.401.342.000,00 

Rp 708.217 .086.000,00 

Rp2 .04 l .687.528.000,00 
Rp (137.302.705 .000,00) 

Rp 137.302 .705.000,00 

Rp 0,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 137.302.705.000,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
tahun berkenaan Rp 0 

2. Besaran anggaran pada kode rekening sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
a. Lampiran I : 

1. Pendapatan Daerah, kelompok Dana Perimbangan jenis 

pendapatan : 
Nomor urut 4.2.3 Dana Alokasi Khusus : 
semula, sebesar Rp. 
bertambah/(berkurang), Rp. 
sebesar 
menjadi, sebesar Rp. 

207.116.002.000,00 
9.714.244.000,00 

216.830.246.000,00 

2. Pendapatan Daerah, kelompok lain - lain pendapatan daerah 

yang sah jenis pendapatan : 

Nomor urut 4.3.5 Bantuan Keuangan 
Pemerintah Daerah Lainnya : 
semula, sebesar Rp. 
bertambah/ (berkurang), Rp. 
sebesar 
menjadi , sebesar Rp. 

dari Provinsi atau 

891.000.000,00 
10.000.000.000,00 

10.891 .000.000 ,00 
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3. Bela nja Daerah , kelompok belanja tidak langsung jenis 

belanja : 
Nomor urut 5. 1.5 BelanJa Bantuan Sosial : 

semula, sebesar Rp. 8.488.016.000,00 

bertambah / (berkurang), Rp. 2 .240.000.000,00 

sebesa r 
menjadi, sebesar Rp. 10.728.0 16.000,00 

4. Bela nja Daerah, kelompok belanja langsung jenis belanja : 

a) Nomor urut 5.2 .1 Belanja Pegawai : 

sernula, sebesar Rp. 

berta mbah / (berkurang), Rp. 

sebesar 
menjadi, sebesa r Rp. 

142.067.064.000,00 
76.500.000,00 

142. 143.564.000,00 

b) Nomor urut 5.2 .2 Belanja Barang dan Jasa : 

semula, sebesar Rp. 359.7 13.992.000,00 

bertambah / (berkurang), Rp. 14.958.188.000,00 

sebesar 
menjadi, sebesar Rp. 

c) Nomor urut 5.2 .3 Belanja Modal : 

semula, sebesar Rp. 

bertambah/ (berkurang), Rp. 

sebesar 

menjadi, sebesar Rp. 

374.672.180.000,00 

179.5 19.298.000,00 

11.882.044.000,00 

191.401.342.000,00 

5. Pembiayaan Daerah, kelompok penerimaan pembiayaan 

daerah Nomor urut 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Anggaran Sebelumnya : 

semula, sebesar Rp. 

bertambah/ (berkurang), Rp . 

sebesar 
menjadi, sebesar Rp. 

b. Lampiran II : 

127.860.2 17.000,00 

9.442.488.000,00 

137.302. 750.000,00 

1. Kode rekening 1.01.1.01.01.16.111 Peningkatan Mutu Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar : 

semula, sebesar Rp. 7 .384.874.000,00 

bertambah/(berkurang), sebesar Rp. 0 ,00 

menjadi, sebesar Rp. 7.384.874 .000,00 

2. Kode rekening 1.01.1.01.01.18.38 Peningkatan Mutu Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan Non Formal : 

semula, sebesar Rp. 

bertambah/(berkurang), sebesar Rp. 

menjadi, sebesar Rp. 

7.567.400 .000,00 
0,00 

7 .567.400.000,00 
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3. Kode rekening 1.02.1.02.01.38.21 Pemberian lnsentif dan Santunan Kematian Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-1 9 (BOK Tambahan) : 
semula, sebesar 
bertambah/ (berkurang), sebesar 
menjadi, sebesar 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

0 ,00 
5.010.000.000,00 
5.010.000.000,00 

4 . Kode rekening 1.02.1.02.02.33.01 Pelayanan Kesehatan BLUD : semula, sebesar Rp. 93.826.831 .000,00 bertambah/(berkurang), sebesar Rp. 9.442.488.000,00 menjadi, sebesar Rp. 103.269.3 19.000,00 
S. Kode rekening 1.03.1.03.01.24.27 Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Terbangun (OAK) : semula, sebesar Rp. 

bertambah/ (berkurang), sebesar Rp. 
menjadi, sebesar Rp. 

0,00 
1.610.000.000,00 
1.610.000.000,00 

6. Kode rekening 1.03. 1.03.01.35.01 Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap : semula, sebesar Rp. 16.611.028.000,00 bertambah/(berkurang), sebesar Rp. 5.000.000.000,00 menjadi, sebesar Rp. 21.611.028.000,00 
7. Kode rekening 1.03.1.03.01.35.04 Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan : semula, sebesar Rp. bertambah/(berkurang), sebesar Rp. menjadi, sebesar Rp. 

3.059.465.000,00 
5.000.000.000,00 
8.059.465.000,00 

8. Kode rekening 1.04.1.04.01.21.02 Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (OAK) : semula, sebesar Rp. bertambah/(berkurang), sebesar Rp. menjadi, sebesar Rp. 

9. Kode rekening 3.02.2.16.01.18.07 Kegiatan Pengembangan Promosi Pariwisata (OAK) : semula, sebesar Rp. bertambah/(berkurang), sebesar Rp. menjadi, sebesar Rp. 

0,00 
104.244.000,00 
104.244.000,00 

Peningkatan dan 

344.050.000,00 
0,00 

344.050.000,00 
10. Kode rekening 3.03.3.03.01.27.03 Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian/perkebunan: semula, sebesar Rp. 2.079.200.000,00,00 bertambah/(berkurang), Rp. 0,00 sebesar 

menjadi, sebesar Rp. 2 .079.200.000,00,00 
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11. Kode rekening 3.03 .3.03.01.27 .04 Kegiatan Peningkatan 
Sarana dan Prasarana Produksi Pertnnian / Perkebunun (DAK) : 
semula, sebesar Rp. 0 ,00 
bertambah/(berkurang) , sebesar Rp. 750.000.000,00 
menjadi , sebesar Rp. 750.000.000,00 

12. Kode rekening 4.04 .4.04.0 1.00.00.4 .2 .3 Dana Alokasi Khusus : 
207.116.002.000,00 

9 . 7 14 .244.000,00 

semula, sebesar Rp. 
bertambah/ (berkurang), Rp. 
sebesar 
menjadi, sebesar Rp. 216.830.246.000,00 

13. Kode rekening 4.04.4.04 .01.00.00.4 .3.5 Bantuan Keuangan 
dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya: 
semula, sebesar Rp. 891 .000.000,00 
bertambah/(berkurang), sebesar Rp. Id.000.000.000,00 
menjadi, sebesar Rp. 10.891.000.000,00 

14. Kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan 
Sosial: 
semula, sebesar 
bertambah/ (berkurang), sebesar 
menjadi, sebesar 

Rp. 8.488.016.000,00 
Rp. 2.240.000.000,00 
Rp. 10.728.016.000,00 

15. Kode rekening 4.04.4.04.01.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya: 
semula, sebesar Rp. 127.860.217.000,00 

9.442.488.000,00 
137.302.750.000,00 

bertambah/ (berkurang), sebesar Rp. 
menjadi, sebesar Rp. 

Rincian Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

3. Besaran anggaran pada kode rekening sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran IV diubah sebagai berikut : 

Kode rekening 5.1 .5.03 Belanja 
Masyarakat: 
semula, sebesar 
bertambah/ (berkurang), sebesar 
menjadi, sebesar 

Bantuan Sosial kepada Anggota 

Rp. 2 .596.280.000,00 
Rp. 2.240.000.000,00 
Rp. 4.836.280.000,00 

Rincian Lampiran IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran III 
Peraturan Bupati ini. 



Pasal II 

Peratu ran Bupati mi mulai berlaku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan 

Peraturan Bupat1 ini dengan penempatannya dalam Seri ta Daerah 

Kabupalen Kudus. 

Telah d11Eliti aras kebrnarannya : 

No. Jabotan Pa f 

1 ,, I l'i\ 

- --
2 I --~ 
) - ' 

4 
, ,•~ i-'Jf<,elDA\G l 

s BAGIAN HUKUM 

Diundangkan di Kudus, 
pada tanggal 

V 

t 
/4 · 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

~'-SAM'ANI INTAKORIS 

Ditetapkan di Kudus, 
pada tanggal 

Pl t. BUPATI KUDUS 
\VAKIL BUPATI , 

HARTOP0 

SERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 
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